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Munculnyatelevisi swasta pertama, yang diawali RCTI, merupakan "trobosan” kebijakan pemerintah dalam
mengakhiri monopoli siaran TVRI, disusul kemudian oleh SCTV, TN, ANTV dan INDOSIAR, kemudian,
juga merupakan alternatif yang lebih luas kepada masyarakat untuk melakukan konsumsi medianya.

Kehadiran televisi swastatidak lepas dari "kecurigaan” apakah benar, merupakan jawaban atas era
keterbukaan, yang sifatnya memberi ruang bebas kepada publik, atau justru menjadi bentuk baru dari
"kendali" kebijakan pemerintah/negara atas media. Fenomena pemberian ijin secara eksklusif kepada pihak
yang memilik hubungan erat dengan penguasa dan elit politik pada waktu tersebut adalah indikasi yang
penting kendali tersebut.

Studi mengenai televisi swasta di Indonesia memiliki relevansi penting terutama untuk menjawab
pertanyaan mengenai bagai mana perkembangan mediatelevisi swasta di Indonesia, dalam interaksi
kepentingan antara negara, pasar dan publik, khususnya pada periode 1999 - 2002 yang merupakan kurun
transisi politik Indonesia menuju ke demokratisasi.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yang bermaksud untuk menggambarkan atas suatu
televis swastadi Indonesia. Analisis dilakukan dengan pendekatan kajian ekonomi politik yang menurut
Mosco kepada studi mengenai hubungan-hubungan sosial, khususnya tentang hubungan-hubungan
kekuasaan, yang secara bersama bermuara pada produksi, distribusi dan konsumsi dari sumber-sumber.
Kajian ekonomi politik melibatan tiga konsep penting yaitu komoditikasi, spasialisasi, dan strukturasi.

Televisi sudah dipahami sebagai alat kapitalis yang digunakan untuk melanggengkan dominasi kelas yang
berkuasa. Beberapa faktor menjelaskannya antara lain, pertama pendirian televisi swasta lebih banyak
didorong oleh kepentingan ekonomi politik domestik - internasional, daripada inisiatif dari publik. Kedua,
dengan sendirinyaisi - muatan dari televisi tersebut dapat dipastikan lebih memenuhi kepentingan ekonomi
politik penggagas dari pemilik. Ketiga, industri televisi muncul tanpa dilandasi oleh wacana publik dan tidak
memiliki landasan hukum - dan filosofi pendiriannya. Kemudian keempat, industri televisi swasta muncul
dengan membangun segmen-segmen khalayak melalui pemrograman acaranya, lebih untuk kepentingan
ekonomis yaitu iklan daripada kepentingan yang bersifat mendasar yaitu pengembangan masyarakat/publik.

Kehadiran industri televisi swasta di Indonesia muncul dalam konteks kebijakan top down lebih daripada
kebutuhan dari masyarakat atau publik. Wacana yang berkembang dari pertumbuhan industri televisi
tersebut lebih mengarah ke kepentingan ekonomi politik elit penguasa, dan oleh karenanya kepentingan dan
kebutuhan publik untuk membangun ruang diskusi publik sekaligus melakukan perkembangan
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"peradabannya’ belum menjadi kebutuhan yang signifikan.

Kemunculan televisi tersebut dapat dihubungkan karateristik modal/ pendukungnya, yaitu pertama kapitalis
yang memiliki industri berbagal industri hulu hilir. Kedua basis industri media (terutama cetak). Ketiga
dukungan dari kekerabatan elit penguasa, alians politik, nepotisme, Katagori keempat merupakan gabungan
secaraintegratif berbagai kepentingan ekonomi politik. Struktur yang dibangun kemudian adalah bergeser
dari penguasaan ijin (orba) menjadi kepemilikan media (masareformasi).

Bagaimana fenomena baru pengendalian publik terjadi, nampak tidak cukup dengan penjelasan melalui
faktor-faktor yang berlaku dalam teori-teori/paradigma politik dan termasuk dinamika struktur-struktur yang
lain (ekonomi, social, budaya, komunikasi). Faktor tersebut tenggelam oleh kuatnya pecan aktor-aktor yang
memiliki kendali ekonomi politik di Indonesiatermasuk pengendalian publik melalui industri televisi.

Ancaman nyata mengena hegemoni oleh industri televisi belum bisa diimbangi oleh struktur baru di
masyarakat yaitu televis alternatif yang berbasis kepentingan publik. Ancaman baru yang dihadapi oleh
publik adalah tekanan atas proses demokratisasi, terutama dalam pengendalian makna atas realitas dan
pengendalian opini publik oleh televisi.

Kajian ekonomi politik atas fenomenatelevisi swastadi Indonesiaini nampak menggambarkan proses
kekuatan elit ekonomi politik, lebih dari partisipasi dan kepentingan publik, namun demikian belum bisa
menjel askan bagai mana perjuangan (kelas), pergulatannya untuk membangun basis komunikasi dan
informasi untuk kepentingan publik tersebut. Penyadaran atas kepentingan publik terhadap mediatelevis
cenderung kepada pihak semisal LSM media, universitas dan para jurnalis, yang dianggap mampu dan
representatif mewakili publik - bukan publik itu sendiri.



